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Desa memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur struktur serta tata kelola desa,
dan menegaskan otonomi serta kemandirian masyarakat desa. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum, etika, dan keadilan sosial
dalam konteks desa serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan. Kajian ini tidak hanya terbatas pada hukum formal, tetapi juga mengkaji
nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan pemberdayaan. Penelitian ini berusaha
memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum dan studi pembangunan melalui
pendekatan fenomenologis dan data empiris terkait implementasi UU No. 6 Tahun
2014 di desa. Fokusnya terletak pada tiga rumusan masalah: (1) kinerja aparatur
desa dalam mengimplementasikan undang-undang No. 6 Tahun 2014, (2)
penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan dana desa di Kabupaten Blitar, dan (3) implementasi UU Desa
mendorong pemerintah desa lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk menyelidiki
pengelolaan dana desa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara
mendalam, dan analisis dokumen dari aparat desa, pejabat terkait, dan masyarakat
yang terlibat, serta data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Informan dipilih
secara purposif, dan validasi dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan,
ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, serta member-check. Data
dianalisis menggunakan metode Miles dan Hiberman melalui pengumpulan,
reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, kinerja aparatur
desa dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh interaksi antara norma hukum,
praktik administratif, dan dinamika sosial yang membentuk teori Kinerja
Kolaboratif. Dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Maron,
Minggirsari, Modangan, dan Kemloko, terdapat tantangan yang mencakup
partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur desa. Masyarakat cukup aktif dalam
proyek pembangunan fisik, namun partisipasi mereka dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan masih rendah. Hambatan utamanya adalah keterbatasan
waktu, kurangnya pemahaman regulasi, serta dominasi pemerintah desa dalam
pengambilan keputusan tanpa konsultasi yang memadai. Selain itu, keterbatasan
sumber daya manusia dan seringnya perubahan regulasi memengaruhi administrasi
serta pengelolaan Dana Desa.
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Kedua, penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Blitar berperan dalam mendorong
pemerintahan yang lebih berorientasi pada masyarakat dan memperkuat legitimasi
kebijakan yang menghasilkan teori Partisipasi Kritis. Namun, penelitian ini
mengidentifikasi kendala seperti keterlibatan kelompok marginal yang rendah
dalam musyawarah desa, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi, serta
kurangnya penguasaan teknologi oleh perangkat desa, yang memengaruhi
transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Meski ada upaya perbaikan,
peningkatan di berbagai aspek masih diperlukan agar pengelolaan Dana Desa lebih
efektif dan inklusif.

Ketiga, Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat
kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya secara
berkelanjutan dengan menekankan keadilan, otonomi, dan partisipasi, sehingga
melahirkan teori Partisipasi Kritis. Responsivitas UU ini terhadap kebutuhan
masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan serta kemandirian dan kesejahteraan
desa melalui inovasi lokal. Dampaknya positif, seperti pembangunan infrastruktur
dan pemberdayaan ekonomi, meskipun tantangan tetap ada, terutama terkait
minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan yang menyebabkan
beberapa program tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Otonomi desa
memungkinkan inovasi dan adaptasi lokal, memperkuat kemandirian,
kesejahteraan, serta rasa memiliki. Kesimpulan ini menghasilkan teori
Responsifitas Hukum.
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